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ABSTRAK

Praktik pengelolaan lahan sawah menggunakan akad muzara’ah di Desa Tanjung
Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh telah terbukti menjadi
solusi yang efektif bagi masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian.
Praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda mencerminkan
kolaborasi antara pemilik lahan dan penggarap yang saling melengkapi. Kerja
sama ini muncul dari kebutuhan pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau
keahlian untuk mengelola sawah, sehingga mereka menggandeng penggarap
berpengalaman. Pembagian hasil panen berdasarkan kesepakatan lisan
menekankan pentingnya kepercayaan dan hubungan sosial dalam komunitas.
Meskipun tanpa perjanjian tertulis, komunikasi yang baik menjaga kelancaran
kerja sama. Akad muzara’ah yang diterapkan di desa ini berfokus pada
keseimbangan dan keadilan dalam pembagian hasil, sehingga kedua belah pihak
mendapatkan manfaat sesuai kontribusi masing-masing. Harapan masyarakat akan
kesepakatan yang lebih jelas dan transparan di masa depan menunjukkan
keinginan untuk meningkatkan kualitas kerja sama. Pendampingan dari
pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat memperkuat praktik ini,
sehingga sesuai dengan prinsip syariat Islam dan meningkatkan kesejahteraan
semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Akad muzara’ah, Penggarap,pendapat ulama
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Lahan pertanian, terutama sawah, sangat penting untuk dikelola. dalam
mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di
Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk bergantung pada sektor
pertanian, praktik pengelolaan lahan yang efektif dan berkelanjutan sangat
dibutuhkan (Chaireni et al., 2020). Salah satu metode yang semakin mendapat
perhatian adalah akad muzara'ah, yang berarti sebuah perjanjian lahan untuk
hasil pertanian bersama pemilik dan petani, sebagaimana dijelaskan dalam

Q.S Yasin/33-35:

Z;;Lf”“\f;L@ML:;}stg;;;\' \U@ysr&
0380 e G G553 ul.:}/\j‘_},‘.; ; Casslyy

Ovo a;;&iu: 561 &5 T EHIS uj """ N fitg®

“Dan suatu tanda (kebesaran AIIah) bagl mereka adalah bumi yang
mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya
biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan. Dan Kami jadikan
padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami
pancarkan padanya beberapa mata air,agar mereka dapat makan dari
buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka
tidak bersyukur? ”. (QS. Yasin ayat 33-35).

Menurut ayat di atas, memanfaatkan dan mengelola semua kekayaan
alam yang diberikan kepada setiap orang sangat penting. Namun, beberapa
pemilik modal atau pemilik lahan tidak lagi memiliki kemampuan untuk

mengembangkan tanah mereka karena berbagai alasan, sedangkan komunitas



lain yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan lahan
sawah menggunakan kesempatan untuk bekerja sama (Sugeng et al., 2021).

Dalam bidang pertanian, akad kerjasama yang paling umum digunakan
adalah Muzara'ah dengan persentase 50 persen dan 50 persen. Ketentuan
mengenai bagi hasil dalam bidang pertanian ini telah diatur baik dalam hukum
Islam maupun undang-undang Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 1960
tentang perjanjian untuk hasil pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian
hasil yang adil adalah hukum yang berlaku di Indonesia. Tambahan pula,
kitab-kitab figih banyak membahas sistem pertanian dan hukum Islam tentang
kerjasama pertanian Sistem-sistem Ini dikenal sebagai Muzara‘ah (Arifin et
al., 2022).

Tanjung Muda adalah sebuah desa di Kota Sungai Penuh yang berada
di Kecamatan Hamparan Rawang. yang berfokus pada bisnis pertanian dan
pertanian. Namun, kebanyakan orang di desa itu adalah petani dan karyawan
pertanian. Namun, Tidak semua komunitas memiliki lahan atau sawah yang
cukup, jadi Mayoritas masyarakat bekerja sama untuk mengelola sawah milik
bersama, yang dikenal sebagai sistem Nyasih (Pahrudin et al., 2019).

Di Desa Tanjung Muda, ada dua jenis kerjasama, pemilik sawah dan
pengelola sawah, juga ada banyak kerjasama yang melibatkan tiga kelompok:
pemilik sawah, penggarap sawah, dan buruh tani. Penggarap sawah biasanya
menanggung semua biaya sistem kerjasama tiga pihak ini di Desa Tanjung
Muda, yang terletak di Kecamatan Hamparan Rawang dan Kota Sungai

Penuh. Masyarakat Desa Tanjung Muda menggunakan sistem kerjasama



pertanian, dengan panen dua kali setahun, yang disesuaikan dengan kebiasaan
dan kondisi penduduk (Syahaadaat, 2021).

Penerapan akad muzaraah dalam pengelolaan lahan sawah memiliki
potensi untuk menguntungkan kedua belah pihak. Bagi pemilik lahan, mereka
dapat memperoleh hasil dari tanahnya tanpa harus mengerjakan sendiri.
Sementara bagi penggarap, mereka mendapatkan kesempatan untuk bekerja
dan memperoleh penghasilan meskipun tidak memiliki lahan sendiri
(Rahmawati & Yusuf, 2020).

Namun, dalam praktiknya, penerapan akad muzaraah ini tidak selalu
berjalan mulus. Berbagai tantangan dan permasalahan dapat muncul, Mulai
dari kegagalan untuk membagi hasil,ketidak adilan dalam membagi risiko,
hingga konflik antara penggarap dan pemilik lahan, yang menunjukkan
pentingnya pemahaman yang baik tentang konsep muzara’ah dan
implementasinya yang tepat.

Secara khusus untuk penelitian ini, penerapan perjanjian untuk hasil
harus selalu berdasarkan hukum Islam. Adanya pihak yang hanya mengelola
modal dan memiliki sejumlah modal merupakan karakteristik hasil. Namun,
ada beberapa hal yang kemudian menjadi kenyataan dalam masyarakat,
khususnya di masyarakat Desa Tanjung Muda. Terkadang, ada pekerja yang
memiliki kemahiran tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk
mengelolanya, Selain itu, ada situasi di mana individu memiliki modal tetapi

tidak dapat mengelolanya dengan baik. Jenis kerja sama ini diizinkan dalam



hukum Islam untuk memanfaatkan sumber daya alam dan manusia
(Anggraini, 2020).

Sistem hasil pertanian Desa Tanjung Muda tidak sama dengan sistem
hasil pertanian di tempat lain. Yang mana di desa tanjung muda ini Pembagian
hasil pertanian disesuaikan dengan pendapatan panen, hanya berdasarkan adat
yang dianut oleh pemilik lahan dan petani penggarap. Menurut figh
mu'amalah, harus ada perjanjian tentang hasil yang ditentukan dalam kontrak
ketika melakukan akad kerjasama dengan pihak lain. Namun, perjanjian yang
dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Muda ini tidak sesuai dengan
ketentuan ini. Perjanjian akad dilakukan berdasarkan  kebiasaan dari
masyarakat Desa Tanjung Muda. Dalam Ini menunjukkan ketidakadilan dalam
sistem bagi hasil yang digunakan, di mana petani penggarap menerima porsi
lebih besar daripada pemilik lahan, seperti menguntungkan pemilik lahan
(Darwis, 2016).

Untuk mengetahui sejauh mana konsep kerjasama dalam pertanian
atau persawahan diterapkan dalam Islam, penulis memutuskan untuk
mengangkat tema penelitian ini dengan judul: “Praktik Pengelolaan Lahan
Sawah Menggunakan Akad Muzar’ah Di Desa Tanjung Muda
Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”

Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:



1. Bagaimana Penerapan Akad Muzara’ah dalam Pengelolaan Lahan

Sawah di Desa Tanjung Muda?

2. Bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Akad Muzara’ah?

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik pembahasan serta lebih
jelas, maka penulis membatasi masalah, adapun batasan masalah yaitu,
Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara’ah Di Desa
Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapaun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Penerapan Akad Muzara’ah dalam Pengelolaan

Lahan Sawah.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Pendapat Para Ulama Mengenai Akad

Mugzara’ah.

Salah satu manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi ide baru ke bidang ekonomi syariah, terutama studi figih
muamalah dan sosiologi ekonomi Islam.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber
informasi dan panduan singkat untuk memperbaiki sistem pengelolaan

kerja sama masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan



sebagai tolak ukur awal untuk menentukan apakah sistem pengelolaan
lahan pertanian dan sawah yang sudah ada di masyarakat terlaksana
atau belum. Khusus nya para petani di wilayah desa tanjung muda.
D. Kerangka Teori
1. Definisi Akad
Menurut Abu Bakar al-Jassh, "akad" dalam bahasa Arab berasal
dari kata "al-aqdu", yang berarti “"perjanjian, perikatan, atau ikatan".
Menurut Abu Bakar al-Jassh, "akad" adalah sesuatu yang diikat oleh
seseorang untuk melakukan tugas atau diminta orang lain untuk
melakukannya. (Rahim, 2022). ljab dan gabul menetapkan hak dan
tanggung jawab setiap orang. ljab adalah ungkapan atau pernyataan bahwa
satu sisi, yang dikenal sebagai pihak pertama, ingin melakukan perjanjian
(Anshori, 2018). Sementara itu, gabul adalah ungkapan atau pernyataan
yang menunjukkan keinginan pihak lain, yang biasanya disebut sebagai
pihak kedua, untuk menerima atau menyetujui perjanjian tersebut. Jadi,
mujib adalah setiap pihak yang ingin melakukan akad, dan gabil adalah
pihak lain setelah ijab. Hanafiyah memutuskan untuk menggunakan
makna ini untuk istilah akad berart iijab dan gabul, serta serah terima
barang dalam transaksi (Muzara’ah et al., 2024).
2. Pengertian dan Dasar Hukum Muraza’ah
a. Pengertian Muraza’ah
Muzara'ah berasal dari kata azar'u, yang memiliki dua arti

dalam bahasa Arab: majaz, yang berarti melemparkan atau



menaburkan bibit atau tanaman ke tanah, dan haqiqi, yang berarti
menumbuhkan (Abdul Aziz, 2022).

Dilihat dari perspektif kebahasaan, “muzara’'ah mengacu pada
kerjasama untuk bekerja di sawah atau tanah sebagai kompensasi dari
hasil tanah (Murnasih et al., 2023). Orang lain diberi hak untuk
menanami tanah tersebut dengan syarat bahwa mereka akan menerima
sebagian, sepertiga atau lebih dari produk yang dibuat dari tanah
tersebut, tanpa mengurangi hasil yang dihasilkan dari tanah tersebut.
Selain itu, sistem Muzara'ah biasanya lebih menguntungkan daripada
sistem ijarah atau sewa tanah karena pemilik dan penggarap tanah
dapat mendapatkan bagian dari hasil muzara'ah, yang merupakan
jumlah yang lebih besar dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap
tanah tidak mengalami kerugian.yang signifikan jika tanamannya gagal
(Suprihatin, 2013).

Dasar Hukum Muzara’ah
1) Dalam alquran
Dalil tentang diperbolehkannya pratek muzara’ah alquran

Surat al Wagqi’ah ayat 63-64:
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“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam.
Menumbuhkannya atau kamikan yang menumbuhkannya ”.

2) Dalam Hadits



Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim dari lbnu
Abbar r.a
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“Sesungguhnya Nabi saw. menyatakan: tidak mengharamkan
bermuzara’ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian
menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barang siapa
yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau
diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau,
maka boleh ditahan saja tanah itu . (HR.Bukhari)

Menurut para ulama, undang-undang perjanjian muzara‘ah
dibuat berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadist di atas. Tujuan dari
perjanjian ini adalah untuk membuat petani dan pemilik tanah
pertanian saling membantu karena mereka tidak mampu
menggunakan tanah mereka ketika petani tidak memilikinya
(Syaickhu et al., 2020).

E. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, penulis membahas metode pengelolaan lahan
sawah menggunakan akad muzara'ah dalam beberapa penelitian sebelumnya.
Pertama, Penelitian Aalim Allaam Alghuyuub Waal Syahaadaat, 2021,
dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Praktik
Kerjasama Pertanian Di Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk Kabupaten
Bojonegoro Jawa Timur”. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis

dan penelitian terdahulu, adalah sama-sama membahas mengenai tentang

sistem bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap.



Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian
penulis adalah, dimana penelitian terdahulu membahas mengenai tentang
bagaimana penerapan prinsip syariah pada praktik kerjasama pertanian, yang
titik fokusnya pada wilayah yang ada di Jawa Timur. Serta membahas
mengenai tentang bagaimana sistem perjanjian modal awal antara pemilik
dengan pengarap. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis titik
fokusnya pada akad Muzara’ah dimana sistem bagi hasil antara pemilik lahan
dan pengarap sawah. Selain itu penulis juga membahas mengenai tentang
bagaimana sistem penerapan pada akad muzara’ah. Selanjutnya terdapat
perbedaan dalam segi penelitian yang dilakukan oleh penulis , dimana
penelitian penulis terdapat diwilayah Desa Tanjung Muda.

Kedua, Penelitian Muhammad Abdul Aziz, 2022 dalam Jurnal Hukum
dan Ekonomi Islam berjudul "Praktik Akad Muzara'ah Pada Lahan Pertanian
Desa Sambirejo Mantingan Ngawi Jawa Timur Dalam Perspektif Figih
Muamalah". Persamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan
penelitian terdahulu, adalah sama-sama berfokus kepada praktik pengeloan
lahan yang menggunakan akad Muzara’ah, Adapun perbedaan penelitian
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, di mana
penelitian terdahulu menjelaskannya bahwa apabila hasil panen gagal yang
disebabkan oleh bencana maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah
pihak. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa hasil panen yang

gagal maka kerugian hanya ditanggung oleh pihak penggarap lahan sawah.



Ketiga, Penelitian Yuni Maharani,2023 dalam Skripsi yang berjudul:
“Tinjauan Praktik Akad Muzara’ah Terhadap Hasil Penggarapan Sawah Di
Kelurahan Galung Maloang Kota Parepare” Persamaan penelitian yang
dilakukan antara penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama
membahas mengenai tentang praktik bagi hasil dengan berfokus pada akad
muzara’ah.

Salah satu perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian
penulis adalah bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem bagi
hasil dibagi menjadi 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap,
sementara penelitian penulis menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dibagi
menjadi 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap.

Keempat, Penelitian Yulia Astuti, 2020, dalam skripsi yang berjudul:
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan
Sawah Di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan™ Salah satu hal
yang menghubungkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah bahwa keduanya membahas sistem bagi hasil
dalam pengelolaan lahan sawah.

Adapun perbedaan kedua penelitian ini ialah, yang mana penelitian
terdahulu pada hasil pembahasannya menjelaskan bahwa sistem bagi hasil
antara pemilik lahan dan penggarap mendapatkan hasil yang sama yaitu, 50%
untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Penelitian ini juga melibatkan
pihak ketiga di antara nya ada pemilik lahan, penggarap, dan pemilik toko

pertanian. Selain itu penelitian terdahulu tidak menggunakan akad muzara’ah
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akan tetapi lebih berfokus kepada hukum islam. Sedangkan pada lokasi
penelitian dimana penelitian terdahulu dilakukan diwilayah Di Desa Bandar
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh penulis berlokasi di Desa Tanjung Muda, Kecamatan Hamparan Rawang,
Kota Sungai Penuh.
F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penulis telah menggunakan metode jenis kualitatif. sebagai metode
penelitian dalam penelitian hukum empiris yang mana hukum empiris
adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pengamatan dan analisis
terhadap praktik hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks
penelitian kualitatif, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana
norma-norma hukum di interpretasikan dan digunakan untuk menjalani
kehidupan sehari-hari.
a. Jenis Data
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:
1) Data primer
Sumber data primer merupakan data utama yang secara
langsung diperoleh peneliti dari tokoh masyarakat, tokoh agama,
serta yang terlibat dalam Praktik Pengelolaan Lahan Sawah
Menggunakan Akad Muzar’ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan

Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.

11



2)

Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data penunjang yang merupakan
data diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang terkait. Data
sekunder biasanya diambil dari dokumen (laporan, referensi, dan

melalui orang lain baik berupa perkataan,perbuatan dan sikap).

a. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan

obserservasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Menjadikan informasi

yang jelas dan umum serta relevan dalam permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data penelitian ini

penulis menggunakan tiga teknik yaitu:

1)

2)

Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langusng dilakukan
penulis untuk melihat kejadian dan dicatat dengan cara sistematik
terhadap gejala atau fenomena yang tampak pada objek penelitian
yang diselidiki. Teknik penulisan digunakan secara langsung
dengan pengambilan data secara tertulis dan tidak tertulis dengan
menggunakan mata seperti melihat keadaan dan situasi proses yang
terjadi
Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses dari
pengumpulan data melalui beberapa pertanyaan kepada pemeberi

informasi atau tanya jawab secara langsung (lisan) maupun tulisan
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3)

dua orang atau lebih,secara tatap muka langsung,yang satu dapat
melihat yang lain dan mendengar langsung pertanyaan dan
jawaban saudaranya yang terkait dalam masalah yang terjadi secara
langsung. Wawancara ini adalah sebuah percakapan antara peneliti
untuk memperoleh infomasi dari sasaran peneliti. Penelitian ini
dilakukan berdasarkan tanya jawab dengan masyarakat baik yang
punya lahan maupun petani penggarap yang ada disana, penulis
sudah menyiapakan terlebih dahulu pertanyaan tentang masalah
yang di teliti terkait Praktik Pengelolaan Lahan Sawah
Menggunakan Akad Muzara’ah di Desa Tanjung Muda Kecamatan
Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.
Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan merupakan catatan
peristiwa yang sudah berlalu, dokumen yang biasanya berbentuk
tulisan, gambar,atau karya monumental dari seseorang. Dengan
kata lain dokumentasi merupakan kumpulan dari data yang
diperoleh, yang berbentuk tulisan,photo,dan arsip lainnya.
Dokumen yang digunakan dalam penulisan ini adalah dokumen-
dokumen yang berkaitan erat dengan pokok masalah yang sedang
diteliti. Metode ini penulis manfaatkan untuk melengkapi hasil
penelitian dengan mencari data-data yang berhubungan dengan

Praktik Pengelolaan Lahan Sawah Menggunakan Akad Muzara’ah
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di Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota
Sungai Penuh.
b. Teknik Analisis Data
Analisis berarti mempelajari data lapangan. Ini dilakukan
dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, membaginya
menjadi bagian-bagian kecil, memilih mana yang paling penting dan
harus dipelajari, dan sampai pada kesimpulan yang membuatnya
mudah dipahami oleh orang lain dan diri sendiri. Adapun metode
untuk menganalisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah
tahapan berikut:
1) Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan,
gambar, arsip, dan sebagainya
2) Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum.
3) Memberi kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang
ditentukan oleh peneliti.
4) Menghubungkan tema-tema atau deskrisi-deskripsi, disertai proses,
faktor, alasan, dampak, dan akibat yang muncul.
5) Menginterprestasikan makna tema atau deskripsi. (Iskandar MA,

2021).
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BAB 11

LANDASAN TEORI
A. Akad Muzara’ah

1. Pengertian Akad Muzara’ah

Kata "akad" berasal dari kata al-aqd, yang berarti menyambung,
mengikat, atau menghubungkan. Perjanjian, menurut Kamus Umum
Bahasa Indonesia, adalah persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh
dua atau lebih pihak yang saling setuju untuk melakukan suatu perjanjian.
Para ulama figh mengatakan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan
gabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh
(akibat) hukum pada objek perikatan. Bisnis yang diikat dengan prinsip
syariah dapat dianggap sebagai akad atau perjanjian (Igbal & Berlian,
2023) .

Sedangkan Muzara’ah memiliki definisi yaitu, Secara etimologis,
muzar’ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah
dengan petani penggarap Adapun secara terminologis muzara’ah yaitu
penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya
dibagi dua. Menurut ulama Hanafiyah, muzara’ah adalah akad untuk
bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Menurut ulama
Hanabilah, muzara’ah adalah Penyerahan tanah pertanian kepada seorang
petani untuk di garap dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Syafi’iyah,
muzara’ah adalah kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah

dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya sesuai kesepakatan bersama,
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dan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Menurut Malikiyah,

muzara“ah adalah Bersekutu dalam akad (Bunga, 2022).

Ulama figh telah memberikan beberapa definisi muzara'ah secara
terminologi.

a. Makna muzara’ah menurut ulama Hanafiah dalam istilah syara’ adalah
suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan
imbalan Sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh
syara’

b. Menurut ulama Hanafiah, muzara'ah didefinisikan sebagai kontrak
kerja sama untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari
hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.

c. Sebagaimana didefinisikan oleh Abdurrahman Al-jaziri oleh
Syafi'iyah, muzara'ah adalah perjanjian antara penggarap dan pemilik
tanah untuk menggarap tanah tersebut dengan imbalan sebagian dari
hasil yang dihasilkan dari tanah tersebut, dengan syarat bibit dari
pemilik tanah.

d. Ali Fikri mendefinisikan muzara'ah sebagai penyerahan kepada
penggarap tanah yang layak untuk ditanami dan bibit untuk ditanam,
dengan ketentuan bahwa mereka memperoleh bagian tertentu dari hasil
yang diperoleh bersama, seperti setengah atau sepertiga.

e. Menurut ulama Hanabilah Muwaffiquddin Abdullah bin Qudamah,
muzara'ah adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan

menanam atau menggarapnya, dan hasilnya dibagi di antara keduanya.
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Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab
tersebut dapat diambil intisari bahwa muzara’ah adalah suatu akad Kerja
sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah
menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk
diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka
dengan pertimbangan setengah atau sepertiga, dua pertiga atau lebih
kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil
kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi muzara’ah tersebut,
Syafi’iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik
tanah. Apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap, maka istilahnya bukan

muzara’ah, melainkan mukhabarah (YUSRIADI, 2022).

. Dasar Hukum Muzara’ah

Menurut ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf (113-182
H/731-798 M), dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804
M), yang keduanya dekat dengan Abu Hanifah dan ulama azh-
Zhahiriyah, akad al-muzara'ah dapat diterima secara hukum karena
tujuannya yang jelas: menjadikan petani sebagai serikat dalam
penggarapan sawah (Rahmadhani & others, 2023). Mereka menyatakan
bahwa dasar dari perjanjian ini adalah rasa tolong menolong, dan tujuan
dari perjanjian ini adalah untuk membangun hubungan saling membantu
antara petani dan pemilik tanah pertanian. Oleh karena itu, kerja sama
antara pemilik lahan persawahan dan petani penggarap adalah wajar.

Selama mereka membagikan hasilnya sesuai dengan perjanjian bersama.
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Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, firman Allah dalam surah Al-

Ma'idah ayat 5:2 menggambarkan akad seperti ini:
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“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajlkan dan

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
permusuhan...”. (QS. Al-Maidah [5]: 2)
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu”. Q.S An-Nisa (4: 29)

N—

Mereka juga menunjukkan Pembolehan akad al-muzara’ah
dalam Hadis yang diriwayat oleh bukhari dan muslim dari ‘Abdullah
Ibn’Umar, ia berkata:
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“Ibnu Umar r.a. berkata : Nabi S.a.w. menyerahkan sawah

ladang dan tegal di khaibar kepada penduduk Khaibar dengan

menyerahkan separuh dari penghasilannya berupa kurma atau
buah dan tanaman, maka Nabi S.a.w. memberi istri-istrinya
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seratus wasaq (1 wasaq=60 sha’. 1 sha’ =4 mud atau 2 7> Kg),
delapan puluh wasaq kurma tamar, dan dua puluh wasaq
sya’er (jawawut). Kemudian dimasa Umar r.a. membebaskan
kepada istri-istri Nabi S.a.w. untuk memilih apakah minta
tanahnya atau tetap minta bagian wasaq itu, maka diantara
mereka ada yang memilih tanah dan ada yang minta bagian
hasilnya berupa wasaq.” (HR. Bukhori)

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, “Nabi SAW menyerahkan
pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan
bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya

Kebolehan muzara’ah juga diperkuat oleh hadits Nabi dari
Abdullah Ibnu Umar r.a menurut riwayat muslim dalam penjelasannya

yang berbunyi:
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“Dari Hanzalah bin Qais, dia berkata, "Aku pernah bertanya
kepada Rafi" bin Khadij mengenai sewa tanah dengan emas
dan perak? la berkata, "Tidak ada masalah. Sesungguhnya
orang-orang pada masa Rasulullah -sallallahu 'alaihi wa
sallam- menyewa (tanah di dekat) sungai-sungai besar, sungai-
sungai kecil (parit), dan beberapa macam tanaman. Hanya
saja ini binasa dan itu selamat. Manusia hanya mengenal
sewaan seperti itu. Untuk itulah beliau melarangnya. Adapun

menyewa sesuatu yang sudah diketahui dan terjamin, maka
tidak ada masalah.”
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Menurut ulama syafi'iyah, akad al-muzara'ah tidak sah kecuali
ia mengikut pada akad al-musagah, yaitu kerja sama pemilik kebun
dengan petani untuk mengelola pepohonan di kebun mereka, yang
hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam kasus tertentu,
jika terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, dan kemudian ada
tanah kosong yang dapat digunakan untuk al-muzara'ah (pertanian),
ulama syafi'iyah menganggapnya sah. Berbeda dengan akad al-
musaqah, akad ini tidak berdiri sendiri.

Imam Abu Hanafi (80-150 H/767 M) dan Zufar ibn Huzail
(728-774 M), pakar figh Hanafi, berpendapat bahwa akad muzara‘ah
tidak boleh. Mereka berpendapat bahwa objek akad muzaraah adalah
hasil pertanian yang tidak ada (al-ma’dum) dan tidak jelas (al-jahalah).
Petani itu mungkin tidak menghasilkan, sehingga mereka tidak
menerima apa-apa dari hasil kerja mereka.

Namun, karena akad al-muzara’ah sangat membantu orang
yang tahu cara bertani tetapi tidak memiliki lahan, serta pemilik lahan
yang tidak mampu mengelola lahannya, akad al-muzara'ah sangat
membantu kehidupan mereka. Meskipun ada beberapa ulama yang
menentangnya, banyak juga ulama yang mengizinkannya. oleh karena
itu, pendapat tentang larangan al-muzara’ah memiliki batasan, yaitu
jika terdapat peraturan dalam perjanjian yang menekan salah satu
pihak sehingga memberatkannya dan terdapat unsur kesamaran yang

dapat menyebabkan perselisihan. Adanya keinginan untuk saling
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menguntungkan antara kedua belah pihak yang berakad mendasari

akad muzara'ah ini. Jika pertanian tidak berhasil karena hama atau

faktor lain, itu wajar karena tidak setiap upaya menghasilkan hasil

yang diharapkan (ASTRI, 2022).

3. Syarat-syarat dan Rukun Muzara’ah

a. Syarat Muzara’ah

Dua bagian syarat nifaz terdiri dari syarat yang menentukan

bahwa suatu akad akan terjadi atau batal jika syarat ini tidak

dipenuhi.

1)

2)

3)

Syarat umum adalah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap
perjanjian. Semua jenis perjanjian bisnis harus memenuhi syarat
umum karena merupakan syarat pokok atau syarat awal.

Syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian
akad atau pada macam akad tertentu dan tidak disyaratkan pada
akad lainnya.Syarat ini juga sering disebut syarat idafi (tambahan
yang harus ada disamping Syarat-syarat umum, seperti Syarat
adanya kesepakatan nisbah bagi hasil dalam akad mud}a>rabah).
Syarat sahakad adalah syarat yang menentukan dalam suatu akad
yang berkenan dengan akibat hukum, dalam arti jika syarat
tersebut tidak dipenuhi maka menyebabkan dengan akibat
hukum, dalam arti jika syara tersebut tidak dipenuhi maka
menyebabkan tidak sahnya suatu akad. Syarat sah merupakan

segala sesuatu yang disyaratkan syara’ untuk menjamin dampak
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4)

keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.
Misalnya objek akad diketahui dengan jelas.

Dua komponen, kepemilikan (al-milk) dan kekuasaan (al-
wilayah), harus dipenuhi ketika akad dilaksanakan. Kekuasaan
adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan apa yang
dimilikinya sesuai dengan aturan syara', baik secara langsung
maupun sebagai kuasa orang lain. Sebaliknya, kepemilikan
adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas
melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai
dengan aturan syara'.

Adapun Syarat-syarat muzara'ah mencakup orang yang

berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil

yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad, menurut

mayoritas ulama.

1) Untuk dapat bertindak atas nama hukum, orang yang melakukan

akad harus baligh dan berakal. Sebagian ulama mazhab Hanafi
menambahkan syarat bukan orang murtad karena tindakan orang
murtad dianggap Mauquf, yang tidak mempunyai efek hukum,
seperti masuk Islam kembali. Namun, Abu Yusuf dan
Muhammad Hasan Asy-Syaibani tidak setuju dengan syarat ini
karena akad muzara'ah tidak hanya dilakukan antara muslim dan

non-muslim.
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2) Syarat yang berkaita dengan benih yang akan ditanam harus jelas
dan menghasilkan.

3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian.

4) Syarat yang berkaitan dengan hasil.

5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam
akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan
akad sewaktu-waktu.

6) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat muzara’ah, alat-alat
tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan
kepada pemilik tanah.

b. Rukun-rukun Muzara’ah
Jumhur ulama  membolehkan akad  muzara’ah,
mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi
sah
1) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid bertindak sebagai penggarap atau pemilik tanah bagi
pihak-pihak yang mengadakan akad. Para mujtahid sepakat
bahwa akad muzara‘ah atau mukhabarah sah jika dilakukan oleh
orang yang telah mencapai umur, berakal sempurna, dan mampu
berihtiar.

2) Obyek muzara’ah dan mukhabarah (ma’qud ilaih)
Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad

atau barang yang dijaddikan obyek pada akad. la dianggap
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sebagai rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui
bentuk barang, sifatnya, harganya, dan keuntungan yang diambil
dari barang tersebut. Akad muzara’ah atau mukhabarah hanya
boleh diterapkan pada tanah yang sudah diketahui.Tidak boleh
dilakukan jika tidak diketahui kecuali dilihat seperti tanah
pekarangan. Selain itu, tidak boleh dilakukan di tanah yang
subur atau bermanfaat. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat
dilihat dari penggunaan sebelumnya atau dengan alat yang
mengukur kesuburannya (Sumarni, 2022). Hal ini dilakukan
untuk menghindari kerugian(baik tenaga maupun biaya) dari
masing-masing pihak yang bersangkutan.
3) Harus ada ketentuan bagi hasil
Pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat,
atau lebih sedikit dari itu harus diperhatikan sesuai dengan
ketentuan akad muzara'ah atau mukhabarah. Selain untuk
membaginya, itu harus diketahui dengan jelas. Karena masalah
pembagian hasil dan waktu pembiayaan adalah masalah yang
paling sering muncul di dunia perserikatan saat ini. Pembagian
hasil harus dilakukan sesuai dengan persetujuan keduanya.
4) ljab dan Qabul
Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan gabul, baik
dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang

menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam
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melakukan akad tersebut. ljab dan Qabul artinya ikatan antara
pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad
munajjaz (akad yang di ucapan seseorang dengan member tahu
batasan) maupun ghairu munajjas (akad yang diucapkan
seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah
tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.
4. Berakhirnya Akad
b. Selesai masa kontrak
Kontrak berakhir pada saat kontrak berakhir. Jika tujuan
akad ditentukan dengan aktunya, seperti ijarah, atau dengan
tercapainya tujuan, seperti membayar hutang dalam akad rahn dan
kafalah, dan wakil melakukan tugasnya dalam akad wakalah.
Karena itu, ketika waktu yang ditetapkan atau tujuan utamanya
tercapai, akad itu dengan sendirinya berakhir.
c. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan
Kontrak Dberakhir ketika akad tidak mungkin lagi
dilanjutkan, seperti objek (tujuan) jual beli rusak di tangan penjual
sebelum diserahkan kepada pembeli.Maka jika akad tidak mungkin
lagi dilanjutkan, maka akad itu dengan sendirinya berakhir.
d. Pelaku akad meninggal
Akad berakhir dengan meninggalnya pelaku akad jika
meninggal salah satu atau pihak-pihak akad maka akad itu dengan

sendirinya berakhir.
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e. Akad yang fasid
Akad yang fasid itu bisa di fasakh oleh kedua pihak akad

atau oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad

B. Pengelolaan Lahan Sawah
1. Definisi Pengelolaan Lahan Sawah

Pengelolaan lahan sawah adalah proses dan praktik yang dilakukan
untuk mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian, khususnya lahan yang
ditanami padi. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek mulai dari
menyiapkan lahan, menanam, menjaga, dan memanen, dengan tujuan
untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pertanian.
Pengelolaan juga merupakan proses, cara, dan perbuatan mengelola serta
proses memanfaatkan tenaga orang lain untuk melakukan tugas tertentu.
Meskipun sawah adalah tanah yang digarap dan dialiri air untuk menanam
padi, pengelolaan sawah adalah proses menanam padi di sawah dan
menjaganya sampai panen (Wahditiya et al., 2024).

Menurut Departemen Pertanian (2005), pengelolaan lahan sawah
meliputi seluruh proses mulai dari pembukaan lahan, pengolahan tanah,
penanaman, pemupukan, pengairan, pengendalian hama, hingga panen dan
pascapanen. Pengelolaan lahan yang baik bertujuan untuk: Meningkatkan
produktivitas hasil pertanian, Menjaga kelestarian fungsi lahan dalam
jangka panjang serta Memberdayakan petani dalam sistem pertanian

berkelanjutan.
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a. Pengertian Sistem Penggarapan Sawah

Sistem penggarapan sawah adalah pola atau cara masyarakat
dalam mengelola lahan sawah untuk kegiatan pertanian, khususnya
penanaman padi. Sistem ini terbentuk berdasarkan kondisi sosial-
ekonomi, kepemilikan lahan, sumber daya yang tersedia, dan budaya
lokal yang berkembang dalam masyarakat (Sihaloho et al., 2023).
Sistem penggarapan ini juga mencerminkan hubungan antara pemilik
lahan dan penggarap/petani, yang bisa didasari oleh hubungan
kekeluargaan, kepercayaan, hingga akad kerja sama seperti dalam
ekonomi Islam (misalnya muzaraah dan mukhabarah).

b. Faktor yang Mempengaruhi Sistem Penggarapan

Beberapa faktor yang memengaruhi terbentuknya sistem
penggarapan sawah di masyarakat antara lain:
1) Status kepemilikan lahan (petani pemilik, petani penggarap,

penyewa lahan).

2) Modal dan alat produksi yang tersedia.
3) Tenaga kerja dan akses terhadap teknologi pertanian.
4) Ketersediaan air/irigasi.
5) Norma adat atau nilai-nilai lokal.
6) Sistem hukum dan kebijakan pemerintah.

Dalam banyak masyarakat agraris, terutama di pedesaan
Indonesia, hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap lebih

dari sekedar hubungan ekonomi. Sistem penggarapan sawah yang
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berkembang di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial,
budaya, dan ekonomi yang membentuknya., tetapi juga mencerminkan
struktur sosial yang telah berlangsung turun-temurun (Margerita,
2022). Ada relasi kekuasaan, kekerabatan, hingga nilai saling percaya
yang menjadi dasar kerja sama dalam pengelolaan lahan. Misalnya,
dalam sistem bagi hasil tradisional, meskipun tidak selalu tercatat
secara formal, masyarakat telah memiliki aturan tidak tertulis yang
mengatur pembagian hasil secara adil menurut pandangan lokal. Nilai-
nilai budaya seperti gotong royong, rasa malu, saling menghormati,
dan kepercayaan memiliki pengaruh besar dalam sistem penggarapan
ini.

Di beberapa daerah, kesepakatan penggarapan sawah lebih
sering dibentuk melalui musyawarah dan saling ridha daripada melalui
kontrak tertulis. Ini menunjukkan bahwa budaya dan norma lokal
sangat berperan dalam menjaga harmoni dalam praktik pertanian,
meskipun secara hukum formal belum tentu sejalan dengan prinsip
hukum modern. Sementara itu, sistem ekonomi yang berlaku juga
turut membentuk pola penggarapan lahan. Dengan meningkatnya
komersialisasi  sektor pertanian, sebagian masyarakat mulai
meninggalkan sistem bagi hasil dan beralih ke sistem sewa lahan
dengan nilai tetap. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem
ekonomi berbasis kekeluargaan dan tolong-menolong menuju sistem

ekonomi pasar yang lebih transaksional dan profit-oriented.
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Dalam konteks ekonomi Islam, sistem penggarapan sawah
seperti akad muzaraah memberikan alternatif yang tidak hanya
memperhatikan aspek keuntungan semata, tetapi juga nilai keadilan,
transparansi, dan saling menguntungkan (Sutarman et al., 2024). Akad
muzaraah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan
petani penggarap, di mana pemilik menyumbangkan lahannya dan
penggarap menyumbangkan tenaga kerjanya, kemudian hasil panen
dibagi berdasarkan kesepakatan yang adil. Sistem ini menghindarkan
salah satu pihak dari eksploitasi, sekaligus memastikan bahwa kerja
sama dilandasi prinsip syariah seperti saling ridha dan keadilan.

Pemahaman terhadap sistem penggarapan sawah menjadi
sangat penting dalam mengkaji praktik kerja sama pertanian berbasis
syariah di masyarakat. Dengan memahami bagaimana praktik lokal
berlangsung, serta nilai-nilai yang mendasarinya, maka implementasi
akad seperti muzaraah dapat lebih kontekstual, relevan, dan mampu
memberikan solusi nyata terhadap tantangan pertanian modern. Selain
itu, hal ini juga menjadi kontribusi penting dalam memperkuat
ekonomi umat melalui pendekatan yang tidak hanya efisien secara
ekonomi, tetapi juga etis dan berkeadilan secara sosial (Brenda, 2023).

2. Konsep bagi hasil dalam Pengelolaan lahan sawah
Para pakar hukum Islam berpendapat bahwa sistem bagi hasil adalah
suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain untuk

dikelola, dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan
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kesepakatan yang teliti. Dalam sistem ini, dua atau lebih pihak
diperjanjikan untuk membagi hasil dari usaha tersebut. Hasil, yang
dilandasi oleh rasa tolong menolong, adalah salah satu bentuk kerja sama
antara pemilik lahan dan penggarap. karena ada orang yang memiliki lahan
(modal), tetapi tidak tahu cara menggarapnya; ada juga orang yang
memiliki modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu; dan ada juga
orang yang memiliki modal dan keahlian, tetapi tidak memiliki waktu.
Apabila terjadi kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap,
kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan dari modal dan
keterampilan yang dikombinasikan (Albab & others, 2023).

Dalam muzara'ah, ketentuan tentang hasil pertanian harus ditentukan
pada awal tejadinya kontrak (akad). Porsi hasil yang ditetapkan antara
kedua belah pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama, bebas dari
paksaan, dan antara petani dan pemilik lahan. Hasil panen adalah hak
berserikat antara petani dan pemilik lahan, tidak ada pengkhususan
tertentu untuk orang yang berakad. di mana perhitungan hasil panen
ditetapkan sesuai kesepakatan bersama, sehingga tidak ada perselisihan di
kemudian hari. Pembagian hasil panen harus ditetapkan setengah,
sepertiga, atau seperempat sejak awal, dan tidak boleh didasarkan pada
jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu karung atau satu kuintal untuk
pekerja, karena seluruh hasil panen mungkin jauh dibawah atau jauh

melampaui jumlah tersebut (Radianti & others, 2023).
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BAB 111
TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Geografis Lokasi Penelitian

1.

Sejarah Desa Tanjung Muda

Sejarah Desa Tanjung Muda dimulai dengan bapak
SIBARNIS.DPT, ketua lembaga adat di Desa Tanjung Muda
Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, menurut catatan
dan wawancara dengan orang-orang di Desa Tanjung Muda. Desa
Tanjung Muda merupakan pemekaran dari lima desa yaitu: Desa
Kampung Diilir, Desa Koto Teluk, Desa Larik Kemahan, Desa Dusun
Diilir dan Desa Tanjung

Desa Tanjung Muda di mekar pada tahun 2003, Desa Tanjung
Muda menurut para pendiri, Tanjung artinya tanah ujung yang
merupakan daratan yang menjorok kelaut dan ke tiga sisinya dikelilingi
oleh lautan. Pada zaman dahulu pernah terjadi
perselisihan/persengketaan mengenai tanah persawahan masyarakat
antara mendapo Rawang dengan mendapo tanah kampung, setelah
terjadi perselisinan atau persengketaan sekian lama oleh tokoh-tokoh
masyarakat dan tokoh adat melaksanakan perundingan yang bertempat
di Desa Tanjung.

Hasil perundingan kedua belah pihak adalah melaksanakan
perdamaian, dengan adanya perdamian tersebut maka mendapo Rawang
kembali ke Rawang dan mendapo Tanah Kampung kembali ke Tanah

Kampung. Sedangkan Muda baru atau usia rendah. Ada lima gelar adat
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yang ada di Desa Tanjung Muda, yaitu: Datuk Cepati Tuo, Datuk
Depati Pandak, Timadaharo Kodrat, Rio Bungsu,dan Depati Mudo.
Adapun tugas para depati ninik mamak dan datuk cepati dalam Desa
Tanjung Muda adalah untuk membantu pemerintahan dalam
menyelesaiakan perdamaian atas perselisihan dan persengketaan
disemua bidang,(di dalam saluko adat mengatakan: Kusut diselesaikan,
keruh dijernihkan, selang sengketa dipatur). Setelah dimekarkan
menjadi desa Tanjung Muda pada tahun 2003 sampai sekarang, adapun
yang menjadi kepala desa Tanjung Muda yaitu:

a. SUSYANTO. DPT (2003 s/d 2008,2014, s/d 2020)

b. GAFARUDIN (2008 s/d 2014)

c. ITARLIS (2021-Sekarang)

Adapun sejarah pemerintahan / kepala Desa Tanjung Muda
sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2025 adalah:

1) HLABDURAHMAN. DPT adalah kepala Desa Tanjung Muda pada
tahun 2003 merupakan bagian dari ketua adat yang jabatannya
tidak terbatas dan dapat diturunkan kepada anak-anaknya.
Penanggung jawab sementara selama 1 (satu) tahun sebagai kepala
Desa Tanjung Muda. Pembangunan yang diketahui Adalah pada
pembangunan jembatan gantung yang berlokasi diwilyah/ dusun
koto panjang

2) SUSYANTO.DPT adalah kepala Desa Tanjung Muda pada tahun

2003 s/d 2008 dan pada tahun 2014 s/d 2020. Dengan masa Jabatan
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2X periode (10 tahun). Pembangunan baru dapat dilaksanakan
Pada saat Desa Tanjung Muda dipimpin oleh lurah
SUSYANTO.DPT yang Dilakukan yaitu:

3) GAFARUDIN adalah kepala Desa Tanjung Muda pada tahun 2008
s/d 2014. Pembangunan baru dapat dilaksanakan pada saat Desa
Tanjung Muda dipimpin oleh lurah GAFARUDIN yang dilakukan
yaitu :

4) HAMIDI,S.ST adalah penanggung jawab sementara selama 1
(satu) tahun, sebagai kepala desa tanjung muda karena Susyanto
diberhentikan dari kepala desa sebelum habis masa jabatan.

5) ITARLIS adalah kepala desa terpilih dalam pada tahun 2021-
sekarang.

2. Letak Geografis Desa Tanjung Muda

Desa Tanjung Muda termasuk dalam wilayah kecamatan,
menurut data kecamatan. Hamparan rawang, kota sungai penuh, provinsi
Jambi. Data dari monografi desa tanjung muda tahun 2023, dimana
batas Desa ini berdasarkan rumah penduduk, pada umumnya kecamatan
hamparan Rawang tapal batas yang jelas, khususnya desa Tanjung Muda
ada Beberapa warga bertempat tinggal di desa lain dalam kawasan
kecamatan Hamparan rawang.

Batas desa adalah sebagai berikut::

a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Sungai Abu

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Tanjung
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c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Persawahan

Desa Tanjung Muda memiliki tiga dusun: bunga karang, air

mati, dan koto panjang. dengan area 40 hektar, jalan darat dapat

mencapai desa Tanjung Muda. Desa ini hanya berjarak satu kilo

dari ibu kota kecamatan, sedangkan jarak ke ibu kota sungai penuh

adalah empat kilometer dengan waktu tempuh kira-kira lima belas

menit. Desa Tanjung Muda berada di lokasi yang strategis karena

dilalui oleh jalan yang sudah diaspal,

masyarakat untuk melakukan kegiatan di kota.

3. Demografi

yang memudahkan

Desa Tanjung Muda secara demografis terdiri dari wilayah yang

datar dengan ketinggian 550 meter dari permukaan laut. Sekitar 90%

dari luas wilayahnya digunakan sebagai persawahan masyarakat dengan

panen dua kali setahun, dan 35% dari luasnya adalah sungai yang tidak

digunakan.

4. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk 1648 dengan jumlah jiwa:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

844

802

1646

b. Tingkat Kesejahteraan Keluarga

1) Prasejarah : 399 Keluarga

2) Sejahtera l: 42 Keluarga
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3) Sejahtera 2 : 32 Keluarga
4) Sejahtera 3 : 27 Keluarga
5) Sejahtera 3 Plus : 19 Keluarga
5. Keadaan Ekonomi
a. Mata Pencarian
Karena Desa Tanjung Muda merupakan desa pertanian, maka
sebagian Besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani,
buruh petani dan berdagang sebagai berikut.

Tabel 1.2 Mata Pencarian

Mata Pencarian Laki-Laki Perempuan
Petani 182 Orang 223 Orang
Buruh Tani 75 Orang 157 Orang
Pedagang 56 Orang 132 Orang
PNS 19 Orang 10 Orang
Peternak 157 Orang 13 Orang
Montir 3 Orang -
TNI/Polri 5 Orang -
Pensiunan 4 Orang -

b. Pola penggunaan tanah
Penggunaan tanah di desa Tanjung Muda sebagian besar di
peruntukan Untuk tahan persawahan.

c. Sarana dan prasarana desa
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Kemandirian adalah dasar pembangunan masyarakat, dan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan
harus mencapai keseimbangan dalam percakapan sosial, ekonomi,
dan budaya.

1) Prasarana kesehatan:

a) Posyandu :1 unit

b) Lansia ;- unit
c) Posbindu : - unit
d) Polindes : - unit

e) Bidandesa :1 unit
2) Prasarana pendidikan
a) Taman kanak-kanak TK/RA: 3 unit
b) Paud : 2 unit
c) SD/MI . -unit
d) SLTP/SMP: -unit
e) SLTA/SMA: - unit
f) TPA/TPQ :6 unit
3) Prasarana umum lainnya
a) Tempat ibadah :3 unit
b) Lapangan Olahraga : - unit
c) Gedung Serbaguna :- unit

6. Organisasi Kantor Kepala Desa Tanjung Muda
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Struktur pemerintahan Desa Tanjung Muda Kecamatan Hamparan

Rawang Kota Sungai Penuh dapat dilihat gambar di bawah ini :

GAMBAR 1.3

SRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH DESA TANJUNG MUDA

Kepala Desa
Itarlis
Sekretaris Desa
Ns.Arif Budiman,S.Kep
I ' I
Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kaur Umum dan Kaur Keuangan
danPelayanan Perencanaan
Doris Satria, Amd.Kom Herzan Yendra,S.Pdi Arafik Elpita
Kadus Burjga Karang Kadus Air Mati Kadus Kdto Panjang
Efyanto Saprinato Dekirman,SE

data:Pemerintah Desa Tanjung Muda 2024

B. Praktik Pengelolaan Lahan Sawah di Desa Tanjung Muda

1. Pengelolaan Lahan Sawah Di Desa Tanjung Muda

Masyarakat Desa Tanjung Muda yang sebagian besar bergantung

pada hasil pertanian, yang memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda

dan bervariasi secara geografis. Ada yang memiliki lahan yang luas, tetapi

ada juga yang sama sekali tidak memilikinya untuk digarap. Yang lain
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melakukan kerjasama pengelolaan sawah dengan orang yang memiliki
lahan yang luas tetapi hasil panennya tidak mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan ini, mereka dapat
bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak
dapat menggarapnya karena berbagai alasan, seperti kekurangan waktu
atau faktor lainnya.

Petani yang tidak memiliki lahan tetapi memiliki modal biasanya
bertani di lahan orang lain dengan menggadai lahan tersebut, yang
biasanya dibayar setiap tahun. Selain itu, petani yang tidah memiliki lahan
sawah dan tidak memiliki modal untuk menggadai lahan orang lain
biasanya bekerja sama dalam pengelolaan sawah dengan orang yang
memiliki sawah yang tidak mampu mengelolanya, dengan imbalan hasil
panen.

Menurut informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari
wawancara, ada beberapa alasan yang mendasari praktik kerjasama
pengelolaan lahan sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tanjung
Muda Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh ini. Berkaitan
dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah
karna memiliki beberapa lahan sawah dan tidak memiliki
waktu untuk menggarap semua lahan persawahan”.
(Wawancara T 05Februari 2025)

Keputusan untuk melakukan kerja sama pengelolaan sawah

didasari oleh kepemilikan beberapa lahan pertanian yang tidak sebanding

dengan ketersediaan waktu untuk menggarapnya secara keseluruhan.
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Keterbatasan waktu ini menjadi kendala utama dalam memaksimalkan
potensi produktivitas seluruh lahan sawah yang dimiliki. Oleh karena itu,
menjalin kerja sama pengelolaan dianggap sebagai solusi yang efektif
untuk memastikan bahwa seluruh aset lahan tetap produktif dan terkelola
dengan baik, meskipun pemilik tidak dapat terjun langsung dalam proses
penggarapan.

Dengan adanya kerja sama pengelolaan, pemilik lahan dapat
mendistribusikan tanggung jawab penggarapan kepada pihak lain yang
memiliki waktu dan sumber daya yang memadai. Langkah ini bertujuan
untuk menghindari adanya lahan yang terbengkalai dan tidak
menghasilkan.  Melalui  mekanisme kerja sama yang saling
menguntungkan, diharapkan seluruh lahan sawah dapat memberikan hasil
yang optimal, sekaligus meringankan beban pemilik dalam hal
pengelolaan operasional pertanian.

Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut
pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah ini
karna saya memiliki lahan sawah, tetapi saya tidak
memiliki keahlian dalam mengelolaanya selain itu saya
juga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut”
(Wawancara A 05 Februari 2025)

Keputusan untuk menjalin kerja sama pengelolaan sawah dilandasi
oleh dua faktor utama, yaitu keterbatasan keahlian dalam bidang pertanian

dan ketiadaan waktu yang memadai untuk mengelola lahan secara mandiri.

Meskipun memiliki aset berupa lahan sawah, pemilik menyadari bahwa
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pengelolaan pertanian yang efektif memerlukan pengetahuan dan
keterampilan khusus. Tanpa keahlian yang memadai, potensi lahan tidak
dapat dimaksimalkan, dan risiko kegagalan panen dapat meningkat.

Selain itu, kesibukan dan keterbatasan waktu menjadi
pertimbangan krusial dalam memilih kerja sama pengelolaan. Mengelola
lahan sawah membutuhkan komitmen waktu yang signifikan untuk
berbagai tahapan, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan,
hingga panen. Dengan adanya keterbatasan waktu, pemilik lahan
menyadari bahwa pengelolaan yang optimal tidak dapat dilakukan sendiri.
Oleh karena itu, menggandeng pihak lain yang memiliki keahlian dan
waktu yang cukup dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan
lahan tetap produktif dan memberikan hasil yang diharapkan. Berkaitan
dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang sering
kami gunakan adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan
dan penggarap Biasanya pemilik lahan menyediakan lahan
dan sebagian modal, seperti benih dan pupuk, sedangkan
penggarap bertanggung jawab atas proses tanam,
perawatan, dan panen.”(Wawancara S 09 Februari 2025)

Sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang umum diterapkan
di Desa Tanjung Muda adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan
penggarap. Dalam sistem ini, pemilik lahan biasanya memberikan
kontribusi berupa lahan pertanian dan sebagian modal produksi, seperti
benih, pupuk, dan kebutuhan dasar lainnya. Sementara itu, penggarap

bertanggung jawab secara langsung terhadap proses budidaya, mulai dari

pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses
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panen. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan
bersama yang umumnya bersifat lisan dan didasarkan pada kepercayaan
kedua belah pihak.

Praktik ini mencerminkan bentuk kerja sama agraris yang
mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan keterlibatan aktif dari
masing-masing pihak. Sistem bagi hasil semacam ini memiliki kemiripan
dengan konsep akad muzara’ah dalam hukum Islam, yaitu kerja sama
antara pemilik lahan dan penggarap yang berbasis pada pembagian hasil
panen secara proporsional. Namun, keberhasilan sistem ini sangat
bergantung pada kejelasan kesepakatan, transparansi dalam pembagian
hasil, serta pemahaman hukum yang melandasi kerja sama tersebut. Oleh
karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana praktik yang berlangsung
di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak menimbulkan
ketimpangan ataupun perselisihan di kemudian hari. Berkaitan dengan
prakrik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:

“Dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah yang kami
lakukan, biasanya pemilik lahan yang menyediakan bibit
dan pupuk. Untuk peralatan pertanian seperti cangkul,
traktor, dan alat semprot, biasanya menggunakan milik
bersama atau meminjam dari kelompok tani. Namun, jika
pemilik lahan tidak sanggup menyediakan semuanya, maka
biaya pembelian pupuk atau bibit ditanggung bersama, dan
akan diperhitungkan dalam pembagian hasil panen. Semua
itu tergantung pada kesepakatan awal antara pemilik dan
penggarap.” (Wawancara G 09 Februari 2025)

Dalam pelaksanaan kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa

Tanjung Muda, umumnya pemilik lahan bertanggung jawab dalam

penyediaan sarana produksi utama seperti bibit dan pupuk. Adapun alat-
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alat pertanian, seperti cangkul, traktor, dan alat penyemprot, biasanya
diperoleh dari kepemilikan bersama atau dipinjam melalui kelompok tani
yang ada di desa. Meskipun demikian, dalam beberapa kondisi tertentu,
apabila pemilik lahan tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan
tersebut, maka pembiayaan untuk keperluan seperti pupuk dan benih dapat
ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap. Biaya yang
dikeluarkan secara bersama ini kemudian diperhitungkan secara
proporsional pada saat pembagian hasil panen. Keseluruhan mekanisme
ini disesuaikan dengan kesepakatan awal yang dibuat oleh kedua belah
pihak, dengan tetap mengedepankan asas keadilan dan saling
menguntungkan. Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah
berikut pernyataan informan:
“Ya ada. biasanya, dibagi berdasarkan hasil panen
tergantung dari siapa yang menanggung lebih banyak biaya
produksi. Misalnya, jika pemilik lahan menyediakan
seluruh kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian,
maka biasanya pembagian dilakukan 60% untuk pemilik
dan 40% untuk penggarap. Namun, jika sebagian biaya
ditanggung bersama, maka pembagian bisa 50:50. Semua
itu ditentukan sejak awal sebelum masa tanam dimulai agar
tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”
(Wawancara T 05 Februari 2025)
Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah
di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-
masing pihak terhadap biaya produksi. Tujuan dari kesepakatan awal

tersebut adalah untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan

antara kedua belah pihak di kemudian hari serta menciptakan kerja sama
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yang adil dan harmonis. Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan
sawah berikut pernyataan informan:
“Kesepakatan biasanya hanya dibuat secara lisan. Kami
sudah saling mengenal dan saling percaya, jadi cukup
dengan pembicaraan langsung antara pemilik lahan dan
penggarap.”(Wawancara A 05 Februari 2025)

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa
Tanjung Muda, bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap
umumnya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Kesepakatan tersebut
dilakukan secara lisan melalui pembicaraan langsung. Hal ini terjadi
karena kedua belah pihak biasanya sudah saling mengenal, memiliki
hubungan kekerabatan atau sosial yang dekat, serta menjunjung tinggi
nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu, meskipun tidak ada dokumen
resmi, masing-masing pihak tetap memahami peran, tanggung jawab, serta
hak yang mereka miliki dalam kerja sama tersebut.

Kepercayaan menjadi dasar utama dalam menjalankan kerja sama
ini. Selama ini, pola komunikasi informal tersebut dinilai cukup efektif
karena jarang menimbulkan perselisihan. Namun, dalam konteks hukum
dan administrasi pertanian modern, perjanjian tertulis sebenarnya memiliki
nilai penting sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi sengketa.
Meskipun demikian, bagi masyarakat Desa Tanjung Muda, pendekatan
kekeluargaan dan kebiasaan turun-temurun dianggap lebih praktis dan

sesuai dengan nilai-nilai lokal yang telah terbentuk sejak lama. Berkaitan

dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut pernyataan informan:
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“kadang-kadang memang pernah terjadi masalah, seperti
salah paham mengenai pembagian hasil panen atau
perhitungan biaya yang dikeluarkan. Namun, masalah
tersebut biasanya diselesaikan secara kekeluargaan, melalui
musyawarah antara pemilik lahan dan
penggarap.”(Wawancara S 09 Februari 2025)

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan sawah di Desa
Tanjung Muda, tidak jarang terjadi permasalahan atau kesalahpahaman
antara pemilik lahan dan penggarap. Permasalahan tersebut umumnya
berkaitan dengan pembagian hasil panen yang dianggap tidak sesuai atau
perhitungan biaya produksi yang dirasa kurang adil oleh salah satu pihak.
Kesalahpahaman ini biasanya timbul karena tidak adanya perjanjian
tertulis serta kurangnya pencatatan yang rinci mengenai kontribusi
masing-masing pihak dalam proses pengelolaan sawah. Meskipun
demikian, permasalahan yang terjadi umumnya bersifat ringan dan tidak
sampal menimbulkan konflik yang berkepanjangan.

Penyelesaian atas permasalahan tersebut dilakukan secara
kekeluargaan dengan cara bermusyawarah antara pemilik lahan dan
penggarap. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat dan menjaga
hubungan baik antara kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, jika tidak
ditemukan kesepakatan dalam musyawarah langsung, maka biasanya
dimintakan bantuan kepada tokoh masyarakat atau kepala dusun untuk
menjadi penengah. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan
budaya lokal yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, gotong royong,

serta semangat untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan

bermasyarakat.
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Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut
pernyataan informan:
“sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah
menguntungkan bagi kedua belah pihak, baik pemilik lahan
maupun  penggarap. karena masing-masing pihak
memperoleh manfaat yang seimbang sesuai dengan
kesepakatan awal. dinilai adil karena pembagian hasil
disesuaikan dengan besarnya modal atau biaya yang
ditanggung masing-masing pihak. Jika pemilik lahan
menanggung seluruh biaya produksi, maka ia akan
menerima bagian yang lebih besar. Sebaliknya, jika biaya
ditanggung bersama, maka pembagian pun dilakukan
secara proporsional.” (Wawancar G 09 Februari 2025)
Sistem bagi hasil dalam pengelolaan lahan sawah dinilai
menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan
penggarap. Hal ini karena masing-masing pihak memperoleh manfaat
yang seimbang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sejak awal.
Pemilik lahan mendapatkan hasil dari lahan yang dimilikinya tanpa harus
turun langsung ke sawah, sementara penggarap yang tidak memiliki lahan
dapat memperoleh penghasilan dari hasil pertanian tersebut. Dengan
demikian, sistem ini menjadi solusi kerja sama yang saling melengkapi
antara pihak yang memiliki sumber daya dan pihak yang memiliki tenaga
serta keahlian bertani.
Sistem ini juga dianggap adil karena pembagian hasil disesuaikan
dengan besar kecilnya kontribusi biaya yang ditanggung oleh masing-
masing pihak. Apabila seluruh biaya produksi, seperti bibit, pupuk, dan

peralatan pertanian, ditanggung oleh pemilik lahan, maka bagian hasil

panen yang diterima oleh pemilik lebih besar dibandingkan penggarap.
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Sebaliknya, apabila biaya produksi ditanggung secara bersama, maka
pembagian hasil dilakukan secara proporsional sesuai dengan porsi
kontribusi masing-masing. Kesepakatan semacam ini menjadi dasar
penting dalam menjaga kepercayaan dan kelancaran kerja sama antara
kedua pihak.

Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut
pernyataan informan:

“Kami belum pernah mendengar istilah akad muzara’ah,
selama ini kami hanya bekerja berdasarkan kebiasaan,
Minsalnya bagi hasil antara pemilik sawah dengan
penggarap. Kalau itu maksudnya akad muzara’ah, mungkin
secara praktik mirip, tapi kami tidak menyebutnya begitu
dan tidak tau apakah betul sesuai dengan aturan islam.”
(Wawancara T 05 Februari 2025)

Sebagian petani atau penggarap lahan mungkin belum familiar
dengan istilah akad muzara’ah. Istilah tersebut mengacu pada suatu bentuk
kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap, di mana penggarap diberi
izin untuk mengelola lahan pertanian milik orang lain dengan imbalan
pembagian hasil panen sesuai kesepakatan. Namun, dalam praktik sehari-
hari, banyak pihak yang menjalankan sistem serupa tanpa menyadari
bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori akad muzara’ah menurut
hukum Islam. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap istilah tersebut
tidak serta-merta berarti praktik yang dilakukan salah, tetapi menunjukkan
adanya kesenjangan pemahaman terhadap konsep syariat secara formal.

Pernyataan seperti “kami hanya bekerja berdasarkan kebiasaan”

menggambarkan bahwa pola kerja sama bagi hasil yang berlaku lebih
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didasarkan pada tradisi lokal atau kesepakatan lisan antarindividu, bukan
pada pemahaman hukum figh. Jika praktik tersebut dilakukan dengan adil,
transparan, dan tanpa unsur merugikan salah satu pihak, maka secara
prinsip ia dapat dikategorikan sebagai akad muzara’ah. Meski demikian,
penting bagi para pelaku kerja sama pertanian untuk mengetahui istilah
dan ketentuan syariat yang berlaku, agar kerja sama tersebut tidak hanya
sah secara sosial, tetapi juga sah secara agama.

Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut
pernyataan informan:

“Harapan kami terhadap sistem kerja sama pengelolaan
sawah di masa mendatang adalah agar kerja sama ini dapat
dilakukan secara lebih adil dan transparan. Kami berharap
ada kesepakatan yang jelas sejak awal, baik mengenai
pembagian hasil, tanggung jawab masing-masing pihak,
maupun durasi kerja sama. Selain itu, kami juga
menginginkan adanya pendampingan dari pihak terkait,
seperti pemerintah atau lembaga keagamaan, agar sistem
kerja sama ini sesuai dengan prinsip syariat Islam dan dapat
meningkatkan  kesejahteraan kedua belah  pihak.”
(Wawancara A 04 Februari 2025)

Harapan terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah di masa
mendatang mencerminkan keinginan agar hubungan antara pemilik lahan
dan penggarap berlangsung secara lebih adil, terbuka, dan saling
menguntungkan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman atau
ketimpangan dalam pelaksanaan kerja sama. Salah satu bentuk keadilan
yang diharapkan adalah adanya kesepakatan yang jelas sejak awal,

terutama mengenai pembagian hasil panen, pembagian tanggung jawab

kerja, serta jangka waktu kerja sama. Kesepakatan tersebut sebaiknya
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dibuat secara terbuka dan disetujui oleh kedua belah pihak agar hak dan
kewajiban masing-masing dapat dijalankan dengan baik.

Selain itu, para pelaku kerja sama berharap adanya pendampingan
atau bimbingan dari pihak yang berwenang, seperti pemerintah daerah,
penyuluh pertanian, maupun lembaga keagamaan. Pendampingan ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai cara kerja sama yang
benar menurut aturan dan prinsip syariat Islam, sehingga praktik yang
dilakukan tidak hanya sah secara hukum negara tetapi juga sesuai dengan
ajaran agama. Dengan adanya sistem kerja sama yang lebih baik dan
didasarkan pada pemahaman yang benar, diharapkan kesejahteraan para

petani dan pemilik lahan dapat meningkat secara berkelanjutan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Akad Muzara’ah dalam Pengelolaan Lahan Sawah di Desa
Tanjung Muda

Akad muzara’ah merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara
pemilik tanah dan petani penggarap, di mana hasil panen yang diperoleh akan
dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam
konteks ini, pemilik tanah menyerahkan lahan pertaniannya kepada petani
untuk dikelola dan diolah, dengan harapan bahwa kerjasama ini akan
menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Para ulama figh
menjelaskan bahwa akad ini tidak hanya sekadar transaksi, tetapi juga
mencerminkan prinsip saling menguntungkan dan tolong-menolong dalam
kegiatan pertanian.

Di Desa Tanjung Muda, praktik akad muzara’ah diimplementasikan
melalui sistem bagi hasil yang telah menjadi tradisi masyarakat setempat.
Meskipun masyarakat mungkin tidak mengenal istilah “muzara’ah” secara
formal, mereka secara intuitif menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam akad tersebut. Dalam sistem ini, pembagian hasil panen dilakukan
berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak,
sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.
Dengan demikian, akad muzara’ah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk
meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga sebagai sarana untuk

memperkuat ikatan sosial antara pemilik lahan dan petani penggarap.
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1. Sistem Pengelolaan

Di Desa Tanjung Muda, praktik pengelolaan lahan sawah
dilakukan melalui kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik
lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam bertani cenderung
menjalin kerja sama dengan penggarap yang memiliki keterampilan.
Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan kesepakatan awal, yang
umumnya bersifat lisan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada
perjanjian tertulis, kepercayaan dan hubungan sosial yang kuat menjadi
dasar dalam pelaksanaan akad muzara’ah

Berkaitan dengan prakrik pengelolaan lahan sawah berikut
pernyataan informan:

“alasan saya melakukan kerjasama pengelolaan sawah ini
karna saya memiliki lahan sawah, tetapi saya tidak
memiliki keahlian dalam mengelolaanya selain itu saya
juga tidak memiliki waktu untuk mengelola lahan tersebut”
(Wawancara A 05 Februari 2025)

Sistem pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda
mencerminkan praktik kerja sama yang erat antara pemilik lahan dan
penggarap, di mana masing-masing pihak memiliki peran yang saling
melengkapi. Pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau keahlian dalam
bertani memilih untuk menjalin kerja sama dengan penggarap yang

memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mengelola lahan pertanian.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks pertanian, kolaborasi menjadi
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solusi yang efektif untuk memaksimalkan potensi lahan, terutama ketika
salah satu pihak tidak dapat berkontribusi secara langsung.

Pembagian hasil panen yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
awal, yang umumnya bersifat lisan, menandakan adanya kepercayaan yang
tinggi antara pemilik lahan dan penggarap. Meskipun tidak ada perjanjian
tertulis yang mengikat, hubungan sosial yang kuat dan nilai-nilai
kepercayaan dalam masyarakat setempat menjadi fondasi utama dalam
pelaksanaan akad muzara’ah. Keberadaan kepercayaan ini sangat penting,
karena dapat mengurangi risiko perselisihan dan menciptakan suasana
kerja sama yang harmonis. Dengan demikian, sistem pengelolaan lahan
sawah di Desa Tanjung Muda tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi,
tetapi juga pada penguatan hubungan sosial antarindividu dalam
komunitas.

. Pembagian Hasil

Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah
di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-
masing pihak terhadap biaya produksi. Kesepakatan mengenai sistem bagi
hasil ini biasanya ditentukan sejak awal, sebelum masa tanam dimulai,
untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari.

“Ya ada. biasanya, dibagi berdasarkan hasil panen
tergantung dari siapa yang menanggung lebih banyak biaya
produksi. Misalnya, jika pemilik lahan menyediakan
seluruh kebutuhan seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian,
maka biasanya pembagian dilakukan 60% untuk pemilik
dan 40% untuk penggarap. Namun, jika sebagian biaya

ditanggung bersama, maka pembagian bisa 50:50. Semua
itu ditentukan sejak awal sebelum masa tanam dimulai agar
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tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.”
(Wawancara T 05 Februari 2025)

Pembagian hasil panen dalam kerja sama pengelolaan lahan sawah
di Desa Tanjung Muda umumnya didasarkan pada kontribusi masing-
masing pihak terhadap biaya produksi. Jika pemilik lahan menanggung
seluruh kebutuhan, seperti bibit, pupuk, dan alat pertanian, maka hasil
panen biasanya dibagi dengan perbandingan 60% untuk pemilik lahan dan
40% untuk penggarap. Sebaliknya, apabila biaya produksi ditanggung
secara bersama, maka pembagian hasil dilakukan secara seimbang, yaitu
50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap. Kesepakatan
mengenai sistem bagi hasil ini biasanya ditentukan sejak awal, sebelum
masa tanam dimulai. Tujuan dari kesepakatan awal tersebut adalah untuk
menghindari kesalahpahaman atau perselisihan antara kedua belah pihak
di kemudian hari serta menciptakan kerja sama yang adil dan harmonis.

B. Pendapat Ulama Mengenai Akad Muzara’ah
1. Mazhab Hanafi dan Hanbali

Mazhab Hanafi dan Hanbali termasuk di antara mazhab fikih yang
membolehkan akad muzara’ah sebagai bentuk kerja sama antara pemilik
lahan dan petani penggarap. Dalam pandangan kedua mazhab ini,
muzara’ah dianggap sah apabila dilaksanakan dengan memenuhi syarat-
syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Salah satu syarat
utamanya adalah adanya kejelasan dalam perjanjian kerja sama sejak awal,

terutama terkait pembagian hasil panen.
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Menurut Mazhab Hanafi dan Hanbali, hasil panen yang dibagi
antara kedua belah pihak harus ditentukan dalam bentuk persentase,
seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Penentuan bagian hasil ini
tidak boleh menggunakan nilai tetap atau nominal tertentu, karena hal itu
dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam hasil akhir
panen. Dengan sistem persentase, baik pemilik lahan maupun penggarap
menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan secara proporsional,
tergantung pada hasil panen yang diperoleh.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam
muamalah Islam, yaitu keadilan, kesepakatan bersama, dan kejelasan akad.
Jika salah satu pihak menetapkan nilai tetap sebagai bagian hasil panen,
maka hal itu dapat mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan
berpotensi merugikan salah satu pihak, terutama jika hasil panen tidak
sesuai harapan. Oleh karena itu, Mazhab Hanafi dan Hanbali menekankan
pentingnya kejelasan dan keseimbangan dalam setiap bentuk akad
muzaraah agar terhindar dari praktik yang merugikan dan bertentangan
dengan syariah.

. Mazhab Maliki dan syafi’i

Mazhab Maliki dan Syafi’i termasuk mazhab yang membolehkan
akad muzaraah, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan
penggarap dalam bidang pertanian. Namun, kebolehan ini dibatasi oleh
sejumlah syarat agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Di

antaranya adalah harus ada dua pihak yang berakad, yaitu pemilik lahan
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sebagai pihak yang menyediakan tanah, dan petani penggarap sebagai
pihak yang mengelola lahan tersebut. Selain itu, objek akad harus jelas,
seperti lokasi lahan, jangka waktu kerja sama, dan jenis tanaman yang
akan ditanam.

Selanjutnya, akad muzaraah harus dilakukan dengan adanya ijab
(pernyataan menawarkan kerja sama) dan kabul (persetujuan dari pihak
lain), yang menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Tidak
kalah penting, pembagian hasil panen harus ditentukan sejak awal dalam
bentuk nisbah atau persentase, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat
dari hasil panen. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa
dirugikan serta untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.

Menurut Imam Nawawi, seorang ulama besar dalam Mazhab
Syafi’i, muzaraah diperbolehkan selama hak dan kewajiban masing-
masing pihak dijelaskan secara rinci sejak awal akad. Pernyataan ini
menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam setiap bentuk
kerja sama, khususnya dalam hal pembagian hasil. Jika semua unsur
tersebut dipenuhi, maka muzaraah bukan hanya sah menurut hukum
syariah, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kerja sama yang saling

menguntungkan dalam kehidupan pertanian masyarakat.
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BAB V
KESIMPULAN
A. Kesimpulan

Praktik pengelolaan lahan sawah di Desa Tanjung Muda menunjukkan
adanya kolaborasi yang erat antara pemilik lahan dan penggarap. Kerja sama
ini muncul dari kebutuhan pemilik lahan yang tidak memiliki waktu atau
keahlian untuk mengelola sawah, sehingga mereka menggandeng penggarap
yang berpengalaman. Pembagian hasil panen dilakukan berdasarkan
kesepakatan yang umumnya bersifat lisan, mencerminkan nilai kepercayaan
dan hubungan sosial yang kuat di antara kedua belah pihak. Meskipun tanpa
perjanjian tertulis, pola kerja sama ini tetap berjalan dengan baik, asalkan ada
komunikasi yang baik dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-
masing.

Sebagai bentuk kerja sama agraris yang sejalan dengan prinsip syariat
Islam, akad muzara’ah di Desa Tanjung Muda berfokus pada keseimbangan
dan keadilan dalam pembagian hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan
memungkinkan pemilik lahan dan penggarap memperoleh manfaat sesuai
dengan kontribusi mereka. Harapan masyarakat untuk adanya kesepakatan
yang lebih jelas dan transparan di masa depan menunjukkan keinginan untuk
meningkatkan kualitas kerja sama ini. Dengan adanya pendampingan dari
pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga keagamaan, diharapkan praktik
pengelolaan lahan sawah dapat lebih sesuai dengan prinsip syariat dan

meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
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B. Saran

1. Untuk penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai kerja sama pertanian di
Desa Tanjung Muda, sebaiknya digunakan metode wawancara mendalam
dan observasi langsung. Dengan begitu, peneliti bisa mendapatkan
informasi yang lebih akurat mengenai bagaimana sistem bagi hasil
dijalankan dan bagaimana komunikasi antara pemilik lahan dan penggarap
terbentuk. Selain itu, bisa juga digunakan pendekatan kualitatif deskriptif,
agar aspek sosial dan keagamaan dari kerja sama ini dapat dijelaskan
secara menyeluruh.

2. Untuk meningkatkan kualitas kerja sama pertanian di Desa Tanjung Muda,
disarankan adanya perjanjian tertulis sederhana, pelatihan tentang syariah
dan hukum agraria, pendampingan rutin dari pihak terkait, serta

dokumentasi praktik kerja sama yang baik sebagai contoh bagi desa lain.
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Lampiran 1
DAFTAR WAWANCARA

1. Kenapa bapak melakukan kerjasama ini ?

2. Bagaimana sistem kerja sama pengelolaan lahan sawah yang biasa digunakan
di Desa Tanjung Muda?

3. Siapa yang menyediakan bibit, pupuk, dan peralatan pertanian dalam kerja
sama tersebut?

4. Apakah ada kesepakatan pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan
penggarap? Jika ya, bagaimana sistem pembagiannya?

5. Apakah kesepakatan kerja sama dibuat secara tertulis atau hanya secara lisan?

6. Apakah selama pelaksanaan kerja sama pernah terjadi masalah atau
perselisihan? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?

7. Menurut Bapak apakah sistem bagi hasil seperti ini menguntungkan bagi
kedua belah pihak? Mengapa?

8. Apakah Bapak mengetahui istilah ‘akad muzara’ah’? Jika ya, menurut
Bapak/lbu apakah praktik yang dilakukan selama ini sesuai dengan akad
tersebut?

9. Apa harapan Bapak terhadap sistem kerja sama pengelolaan sawah di masa

mendatang?



Lampiran 2

DAFTAR INFORMAN

NO NAMA Keterangan

1 Sibarnis Masyarakat yang menyandang gelar adat
2 Amrun T Masyarakat yang mempunyai lahan sawah
3 Afyanto Masyarakat yang mempunyai lahan sawah
4 Sulmadi Masyarakat yang mengelola lahan

5 Gusrialdi Masyarakat yang mengelola lahan




Lampiran 3
DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1:

¥

Gambar 2:
~ Wawancara dengan inisial T 05 Februari 2025




Gambar 3:
Wawancara dengan inisal S 09 Februari 2025

Gambar 4:
Wawancara dengan inisial G 09 Februati 2025
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